RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

1.

bahwa dengan adanya penataan organisasi di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu
dilakukan evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan;

bahwa hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis dari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;

bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas
Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang
Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
organisasi, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai
di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas



Menetapkan

-0

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah
pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara
penuh pada satuan organisasi di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri
sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan diberikan
penghasilan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Lainnya adalah Pegawai yang diangkat pada
jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri
yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan di
bidang aparatur negara.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
Pegawai dalam suatu unit organisasi.

Jabatan Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang
memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki
Pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya
untuk mencapai tujuan organisasi.
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Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok Jabatan
yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis
sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab
langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja
Pegawai.

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan
instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal
jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat
kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan
kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar
penggajian.

Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan
kepada Pegawai yang besarannya didasarkan pada
capaian kinerja, perilaku kerja, dan Kelas Jabatan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya
disebut Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2
Pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatan.
Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Jabatan Manajerial; dan
b. Jabatan Nonmanajerial.

Pasal 3
Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Jabatan pimpinan tinggi madya;
b. Jabatan pimpinan tinggi pratama;
c. Jabatan administrator; dan
d. Jabatan pengawas.
Jabatan pimpinan tinggi madya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jabatan pimpinan
tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi
yang mempunyai tugas dan peran dalam mengelola,
memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai,
mendayagunakan sumber daya serta mengambil
keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk
mencapai tujuan organisasi.
Jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ merupakan Jabatan Manajerial tingkat
menengah yang mempunyai tugas dan peran dalam
mengelola, memotivasi, dan mendukung
pengembangan Pegawali, memimpin dan
mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian
tujuan organisasi serta pelayanan publik dan
administrasi.
Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d merupakan Jabatan Manajerial tingkat
dasar yang mempunyai tugas dan peran dalam
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mengelola, memotivasi, dan mendukung
pengembangan Pegawali, memimpin dan
mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian
tujuan organisasi serta pelayanan publik dan
administrasi.

Pasal 4
Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Jabatan fungsional; dan
b. Jabatan pelaksana.
Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a mempunyai tugas memberikan pelayanan
dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian
dan/atau keterampilan tertentu.
Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan
dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan
sederhana.

Pasal 5
Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
memiliki Kelas Jabatan.
Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Besaran Tunjangan Kinerja pada setiap Kelas Jabatan
diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1)

(2)

Pasal 7

Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Jabatan
Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) dan Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan
Kelas Jabatan terhitung sejak dilantik dalam Jabatan
tersebut sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Jabatan pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan berdasarkan
keputusan pengangkatan dalam Jabatan pelaksana.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

a.

Pegawai yang menduduki Jabatan pelaksana dan
belum memenuhi syarat Jabatan tetap diberikan Kelas
Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan
Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
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Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27
Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan
Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus
memenuhi syarat Jabatan sesuai dengan jabatannya
paling lambat tanggal 17 Februari 2030.

Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, Pegawai tidak memenuhi
syarat Jabatan, Pegawai dimaksud diberhentikan dari
jabatannya dan diangkat dalam Jabatan pelaksana
yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27
Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan
Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 574); dan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang
Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 270),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DAFTAR JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

[. Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan

KELAS
NO. JABATAN JABATAN
A. SEKRETARIAT JENDERAL
1. Sekretaris Jenderal 17
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya 16
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan 16
Antarlembaga
4. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut 16
Biro Perencanaan
S. Kepala Biro Perencanaan 15
0. Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
7. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 15
8. Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
9. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan 15
Organisasi
10. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Biro Hukum
11. | Kepala Biro Hukum 15
12. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
13. | Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama 15
Luar Negeri
14. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Biro Umum
15. | Kepala Biro Umum 15
16. | Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 12
17. | Kepala Subbagian Rumah Tangga 10
18. | Kepala Subbagian Perlengkapan 10
19. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10
20. | Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan 12
21. | Kepala Subbagian Protokol 10
22. | Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri 10
23. | Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri 10
24. | Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal 10
dan Staf Ahli
Biro Pengadaan Barang/Jasa
25. | Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa 15
26. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10




KELAS
NO. JABATAN JABATAN
B. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
27. | Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut 17
Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
28. | Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang 15
Laut
29. | Kepala Bagian Umum 12
Direktorat Perencanaan Ruang Perairan
30. | Direktur Perencanaan Ruang Perairan 15
31. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
32. | Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-
. 15
Pulau Kecil
33. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
34. | Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan 15
Dasar Laut
35. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut
36. | Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut 15
37. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Direktorat Pengendalian Pemanfataan Ruang Laut
38. | Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut 15
39. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padan
40. | Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan 13
Laut Padang
41. | Kepala Subbagian Umum 10
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar
42. | Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan 13
Laut Makassar
43. | Kepala Subbagian Umum 10
Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang
44. | Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan 12
Laut Serang
45. | Kepala Urusan Umum 9
Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong
46. | Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan 12
Laut Sorong
47. | Kepala Urusan Umum 9
C. DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
48. | Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan | 17
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
49. | Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan 15
Kelautan
50. | Kepala Bagian Umum 12
Direktorat Konservasi Ekosistem
S51. | Direktur Konservasi Ekosistem 15
52. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
53. | Direktur Konservasi Spesies dan Genetik 15
54. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10




KELAS

NO. JABATAN JABATAN

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

55. | Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 15

56. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10

Direktorat Jasa Bahari

S7. | Direktur Jasa Bahari 15

58. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10

Direktorat Sumber Daya Kelautan

59. | Direktur Sumber Daya Kelautan 15

60. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

61. | Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan 13
Laut Pontianak

62. | Kepala Subbagian Umum 10

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

63. | Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan 13
Laut Denpasar

64. | Kepala Subbagian Umum 10

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

65. | Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan 13
Nasional Kupang

66. | Kepala Subbagian Umum 10

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Pekanbaru

67. | Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan 12
Nasional Pekanbaru

68. | Kepala Urusan Umum 9

D. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

69. \ Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 17

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

70. | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 15

71. | Kepala Bagian Umum 12

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

72. | Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan 15

73. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan lkan

74. | Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan 15
Ikan

75. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

76. | Direktur Kepelabuhanan Perikanan 15

77. | Kepala Subdirektorat Kesyahbandaran di 12
Pelabuhan Perikanan

78. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10

Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

79. | Direktur Usaha Penangkapan Ikan 15

80. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10

Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

81. | Direktur  Perlindungan dan Pemberdayaan 15
Nelayan

82. | Kepala Subdirektorat Perlindungan Nelayan 12

83. | Kepala Subbagian Tata Usaha 10
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KELAS
NO. JABATAN JABATAN
Kepala Balai Besar Penangkapan lkan
84. | Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan 14
85. | Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
86. | Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan 14
87. | Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
88. | Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus 14
89. | Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
90. | Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam 14
Zachman
91. | Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
92. | Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 14
93. | Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
94. | Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari 14
95. | Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
96. | Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung 14
97. | Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
98. | Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga 13
99. | Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
100.| Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung 13
Pandan
101.| Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
102.| Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat 13
103.| Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
104.| Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara 13
Palabuhanratu
105.| Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
106.| Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara 13
Kejawanan
107.| Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
108.| Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara 13
Pemangkat
109.| Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
110.| Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara 13
Pekalongan
111.]| Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
112.| Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 13
113.]| Kepala Subbagian Umum 10
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KELAS
NO. JABATAN JABATAN
Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
114.| Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi 13
115.| Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
116.| Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara 13
Pengambengan
117.| Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
118.| Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon 13
119.| Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
120.| Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate 13
121.| Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
122.| Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual 13
123.| Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
124.| Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara 13
Karangantu
125.| Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
126.| Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara 13
Kwandang
127.| Kepala Subbagian Umum 10
Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
128.| Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang 12
129.| Kepala Urusan Umum 9
E. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
130.\ Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya 17
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
131.| Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi 15
Daya
132.| Kepala Bagian Umum 12
Direktorat Ikan Air Tawar
133.| Direktur Ikan Air Tawar 15
134.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Direktorat Ikan Air Payau
135.| Direktur Ikan Air Payau 15
136.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Direktorat Ikan Air Laut
137.| Direktur Ikan Air Laut 15
138.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Direktorat Rumput Laut
139.| Direktur Rumput Laut 15
140.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Direktorat Prasarana dan Sarana
141.| Direktur Prasarana dan Sarana 15
142.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
143.| Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar 14
Sukabumi
144.| Kepala Subbagian Umum 10
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KELAS
NO. JABATAN JABATAN
Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
145.| Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau 14
Jepara
146.| Kepala Subbagian Umum 10
Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
147.| Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut 14
Lampung
148.| Kepala Subbagian Umum 10
Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sei Gelam
149.| Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sei 13
Gelam
150.| Kepala Subbagian Umum 10
Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
151.| Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar 13
Mandiangin
152.| Kepala Subbagian Umum 10
Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
153.| Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar 13
Tatelu
154.| Kepala Subbagian Umum 10
Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
155.| Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung 13
Batee
156.| Kepala Subbagian Umum 10
Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
157.| Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau 13
Situbondo
158.| Kepala Subbagian Umum 10
Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
159.| Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau 13
Takalar
160.| Kepala Subbagian Umum 10
Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
161.| Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam 13
162.| Kepala Subbagian Umum 10
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
163.| Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 13
164.| Kepala Subbagian Umum 10
Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
165.| Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 13
166.| Kepala Subbagian Umum 10
Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya
Karawang
167.| Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan 13
Budidaya Karawang
168.| Kepala Subbagian Umum 10
Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan
Karangasem
169.| Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan 13
Kekerangan Karangasem
170.| Kepala Subbagian Umum 10
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KELAS
NO. JABATAN JABATAN
Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
171.| Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan 13
Lingkungan Serang
172.| Kepala Subbagian Umum 10

F. DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

173.| Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk

: 17

Kelautan dan Perikanan
Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan
174.| Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya 15
Saing Produk Kelautan dan Perikanan

175.] Kepala Bagian Umum 12
Direktorat Prasarana dan Sarana
176.| Direktur Prasarana dan Sarana 15
177.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Direktorat Pemberdayaan Usaha
178.| Direktur Pemberdayaan Usaha 15
179.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Direktorat Pengolahan
180.| Direktur Pengolahan 15
181.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Direktorat Pemasaran
182.| Direktur Pemasaran 15
183.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Direktorat Akses dan Promosi
184.| Direktur Akses dan Promosi 15
185.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

186.| Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk
) 14
Kelautan dan Perikanan
187.| Kepala Subbagian Umum 10
G. DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

188.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan

17

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan

189.| Sekretaris  Direktorat Jenderal Pengawasan 15
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

190.| Kepala Bagian Umum 12

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

191.| Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan 15

192.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10

Direktorat Pengendalian Operasi Armada

193.| Direktur Pengendalian Operasi Armada 15

194.| Kepala Subdirektorat Operasi Kapal Pengawas dan 12
Pesawat Patroli

195.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan

196.\ Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan 15
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KELAS
NO. JABATAN JABATAN
197.| Kepala Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan 12
Ruang Laut
198.| Kepala Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan 12
dan Pengusahaan Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil
199.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
200.| Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan 15
201.| Kepala Subdirektorat Pengawasan Penangkapan 12
Ikan
202.| Kepala Subdirektorat Pengawasan Pengolahan, 12
Distribusi, dan Pemasaran Hasil Perikanan
203.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Direktorat Penanganan Pelanggaran
204.| Direktur Penanganan Pelanggaran 15
205.| Kepala Subdirektorat Penanganan Tindak Pidana 12
Kelautan dan Perikanan
206.| Kepala Subdirektorat Pengenaan Sanksi 12
Administratif Kelautan
207.| Kepala Subdirektorat Pengenaan Sanksi 12
Administratif Perikanan
208.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampulo
209.| Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya 13
Kelautan dan Perikanan Lampulo
210.| Kepala Subbagian Umum 10

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam

211.| Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya 13
Kelautan dan Perikanan Batam

212.| Kepala Subbagian Umum 10

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Jakarta

213.| Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya 13
Kelautan dan Perikanan Jakarta

214.| Kepala Subbagian Umum 10

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa

215.| Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya 13
Kelautan dan Perikanan Benoa

216.| Kepala Subbagian Umum 10

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

217.| Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya 13
Kelautan dan Perikanan Bitung

218.| Kepala Subbagian Umum 10

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual

219.| Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya 13
Kelautan dan Perikanan Tual

220.| Kepala Subbagian Umum 10

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Belawan

221.| Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya 12

Kelautan dan Perikanan Belawan
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KELAS
NO. JABATAN JABATAN
222.| Kepala Urusan Umum 9
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap
223.| Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya 12
Kelautan dan Perikanan Cilacap
224.| Kepala Urusan Umum 9
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pontianak
225.| Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya 12
Kelautan dan Perikanan Pontianak
226.| Kepala Urusan Umum 9
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan
227.| Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya 12
Kelautan dan Perikanan Tarakan
228.| Kepala Urusan Umum 9
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang
229.| Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya 12
Kelautan dan Perikanan Kupang
230.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna

231.| Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya 12
Kelautan dan Perikanan Tahuna

232.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon

233.| Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya 12
Kelautan dan Perikanan Ambon

234.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

235.| Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya 12
Kelautan dan Perikanan Biak

236.| Kepala Urusan Umum 9

H. INSPEKTORAT JENDERAL

237.| Inspektur Jenderal ] 17

Sekretariat Inspektorat Jenderal

238.| Sekretaris Inspektorat Jenderal 15

239.| Kepala Bagian Umum 12

Inspektorat I

240.| Inspektur I 15

241.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10

Inspektorat II

242.| Inspektur II 15

243.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10

Inspektorat Il

244.| Inspektur III 15

245.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10

Inspektorat IV

246.| Inspektur IV 15

247.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10

Inspektorat V

248.| Inspektur V 15

249.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
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NO. JABATAN

KELAS
JABATAN

I. BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

250.| Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

17

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kelautan dan Perikanan

251.| Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 15
252.| Kepala Bagian Umum 12
Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
253.| Kepala  Pusat Penyuluhan Kelautan dan 15
Perikanan
254.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
255.| Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan 15
256.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan
257.| Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan 15
258.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10

Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manus
dan Perikanan

ia Kelautan

259.| Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

15

260.| Kepala Subbagian Tata Usaha

10

Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan

Perikanan Jakarta

261.| Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan 14
Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Jakarta

262.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jakarta

263.| Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan 14
dan Perikanan Jakarta

264.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Besar Riset Budi Daya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol

265.| Kepala Balai Besar Riset Budi Daya Laut dan 14
Penyuluhan Perikanan Gondol

266.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

Palembang

267.| Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan 13
Penyuluhan Perikanan Palembang

268.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Riset Perikanan Budi Daya Air Tawar dan Penyuluhan

Perikanan Bogor

269.| Kepala Balai Riset Perikanan Budi Daya Air Tawar 13
dan Penyuluhan Perikanan Bogor

270.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Riset Perikanan Budi Daya Air Payau dan Penyuluhan

Perikanan Maros

271.| Kepala Balai Riset Perikanan Budi Daya Air Payau 13
dan Penyuluhan Perikanan Maros

272.| Kepala Subbagian Umum 10
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KELAS

NO. JABATAN JABATAN

Balai Riset Perikanan Laut Jakarta

273.| Kepala Balai Riset Perikanan Laut Jakarta 13

274.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Riset Budidaya lkan Hias Depok

275.| Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok 13

276.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi

277.| Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi 13

278.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Jatiluhur

279.| Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan 13
Jatiluhur

280.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Riset dan Observasi Laut Perancak

281.| Kepala Balai Riset dan Observasi Laut Perancak 13

282.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi

283.| Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 13
Sukamandi

284.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan

285.| Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan 13
Medan

286.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

287.| Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan 13
Tegal

288.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

289.| Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan 13
Banyuwangi

290.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

291.| Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan 13
Bitung

292.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

293.| Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan 13
Ambon

294.| Kepala Subbagian Umum 10

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Bungus

295.| Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan 12
Pesisir Bungus

296.| Kepala Urusan Umum 9

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Bantul

297.| Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil 12
Perikanan Bantul

Loka Riset Perikanan Tuna Benoa

298.| Kepala Loka Riset Perikanan Tuna Benoa 12

299.| Kepala Urusan Umum 9
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KELAS

NO. JABATAN JABATAN
Loka Riset Budi Daya Rumput Laut Boalemo
300.| Kepala Loka Riset Budi Daya Rumput Laut 12

Boalemo
301.| Kepala Urusan Umum 9
Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Wakatobi
302.| Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan 12

Wakatobi
303.| Kepala Urusan Umum 9
Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta
304.‘ Kepala Subbagian Umum 10 [
Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai ‘
305.\ Kepala Subbagian Umum 10 \
Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang |
306.| Kepala Subbagian Umum 10 |
Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran |
307.\ Kepala Subbagian Umum 10 [
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo |
308.| Kepala Subbagian Umum 10 |
Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana |
309.| Kepala Subbagian Umum 10 |
Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang \
3 10.\ Kepala Subbagian Umum 10 \
Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung \
31 1.‘ Kepala Subbagian Umum 10 [
Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone ‘
3 12.\ Kepala Subbagian Umum 10 \
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong \
313.| Kepala Subbagian Umum 10 |
Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi |
3 14.\ Kepala Subbagian Umum 10 [
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong \
315.\ Kepala Subbagian Umum 10 \
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman |
316.| Kepala Subbagian Umum 10 |
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung |
3 17.\ Kepala Subbagian Umum 10 ]
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal \
3 18.‘ Kepala Subbagian Umum 10 [
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak ‘
3 19.\ Kepala Subbagian Umum 10 \
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone \
320.| Kepala Subbagian Umum 10 |
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kupang |
321.\ Kepala Subbagian Umum 10 [
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru |
322.| Kepala Subbagian Umum 10 |
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong \
323.\ Kepala Subbagian Umum 10

J.BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

324.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan

17
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NO.

JABATAN

KELAS
JABATAN

Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan

325.| Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan 15
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

326.| Kepala Bagian Umum 12
Pusat Manajemen Mutu

327.| Kepala Pusat Manajemen Mutu 15
328.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Pusat Mutu Produksi Primer

329.| Kepala Pusat Mutu Produksi Primer 15
330.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Pusat Mutu Pascapanen

331.| Kepala Pusat Mutu Pascapanen 15
332.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10

Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Jakarta I

333.| Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian 14
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I
334.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Makassar

335.| Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, 14
dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar
336.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Medan I

337.

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I

13

338.

Kepala Subbagian Umum

10

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Tanjung Pinang

339.

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Pinang

13

340.

Kepala Subbagian Umum

10

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Lampung

341.

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung

13

342.

Kepala Subbagian Umum

10

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Jakarta II

343.

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II

13

344.

Kepala Subbagian Umum

10

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Semarang

345.

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang

13

346.

Kepala Subbagian Umum

10
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KELAS

NO. JABATAN JABATAN

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Surabaya I

347.| Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,

dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I 13

348.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Surabaya II

349.| Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, 13
dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II

350.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Entikong

351.| Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, 13
dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong

352.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Balikpapan

353.| Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, 13
dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan

354.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Banjarmasin

355.| Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
. . . . 13
dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin

356.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Tarakan

357.| Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, 13
dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan

358.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Denpasar

359.| Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
. . 13
dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar

360.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Mataram

361.| Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,

dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram 13

362.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Manado

363.| Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,

dan Keamanan Hasil Perikanan Manado 13

364.| Kepala Subbagian Umum 10

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Ambon

365.| Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, 13
dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon

366.| Kepala Subbagian Umum 10
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NO. JABATAN JABATAN

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Jayapura

367.| Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,

dan Keamanan Hasil Perikanan Jayapura 13

368.| Kepala Subbagian Umum 10

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Aceh

369.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh 12

370.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Medan II

371.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II 12

372.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Tanjung Balai Asahan

373.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjung 12
Balai Asahan
374.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Pekanbaru

375.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian 12
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru

376.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Batam

377.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian 12
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Batam

378.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Pangkalpinang

379.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 12
Pangkalpinang
380.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Padang

381.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Padang 12

382.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Jambi

383.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi 12

384.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Bengkulu

385.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu 12

386.| Kepala Urusan Umum 9
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Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Palembang

387.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang 12

388.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Merak

389.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Merak 12

390.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Bandung

391.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung 12

392.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Cirebon

393.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon 12

394.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Yogyakarta

395.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta 12

396.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Pontianak

397.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak 12

398.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Palangkaraya

399.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 12
Palangkaraya
400.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Mamuju

401.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju 12

402.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Palu

403.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Palu 12

404.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Luwuk Banggai

405.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk 12
Banggai

406.| Kepala Urusan Umum 9
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Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Kendari

407.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian 12
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari
408.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Bau-Bau

409.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian 12
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bau-Bau
410.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Gorontalo

411.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian 12
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo
412.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Tahuna

413.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian 12
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna
414.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Bima

415.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian 12
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bima
416.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Kupang

417.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian 12
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang
418.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Ternate

419.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian 12
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate
420.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Sorong

421.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian 12
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong
422.| Kepala Urusan Umum 9

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Merauke

423.| Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian 12
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke
424.| Kepala Urusan Umum 9

Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan
Hasil Perikanan Jakarta

425.| Kepala Balai Uji Standar Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil 13
Perikanan Jakarta

426.| Kepala Subbagian Umum 10
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KELAS
NO. JABATAN JABATAN
K. PUSAT
Pusat Data dan Informasi
427.| Kepala Pusat Data dan Informasi 15
428.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perancak
429.| Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya 13
Kelautan dan Perikanan Perancak
430.| Kepala Subbagian Umum 10
Pusat Kebijakan Strategis
431.| Kepala Pusat Kebijakan Strategis 15
432.| Kepala Subbagian Tata Usaha 10
Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan Nonmanajerial di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
KELAS
NO. JABATAN JABATAN
A. JABATAN FUNGSIONAL
Analis Akuakultur
1. | Analis Akuakultur Ahli Utama 14
2. | Analis Akuakultur Ahli Madya 12
3. | Analis Akuakultur Ahli Muda 10
4. | Analis Akuakultur Ahli Pertama 8
Teknisi Akuakultur
1. | Teknisi Akuakultur Penyelia 8
2. | Teknisi Akuakultur Mahir 7
3. | Teknisi Akuakultur Terampil 6
4. | Teknisi Akuakultur Pemula 5
Analis Anggaran
1. | Analis Anggaran Madya/Ahli Madya 12
2. | Analis Anggaran Muda/Ahli Muda 10
3. | Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama 8
Analis Data [lmiah
1. | Analis Data Ilmiah Ahli Madya 11
2. | Analis Data [lmiah Ahli Muda 9
3. | Analis Data llmiah Ahli Pertama 8
Analis Hukum
1. | Analis Hukum Ahli Madya 11
2. | Analis Hukum Ahli Muda 9
3. | Analis Hukum Ahli Pertama 8
Analis Kebijakan
1. | Analis Kebijakan Ahli Utama 14
2. | Analis Kebijakan Ahli Madya 12
3. | Analis Kebijakan Ahli Muda 10
4. | Analis Kebijakan Ahli Pertama 8
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
1. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 12
2. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10
3. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli 8
Pertama
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Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
1. | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia 8
2. | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir 7
3. | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 6
Analis Pasar Hasil Perikanan
1. | Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Utama 14
2. | Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya 12
3. | Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda 10
4. | Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama 8
5. | Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia 8
6. | Analis Pasar Hasil Perikanan Mahir 7
7. | Analis Pasar Hasil Perikanan Terampil 6
Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
1. | Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran 12
Pendapatan Belanja Negara Ahli Madya
2. | Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran 10
Pendapatan Belanja Negara Ahli Muda
3. | Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran 3
Pendapatan Belanja Negara Ahli Pertama
Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
1. | Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja 9
Negara Penyelia
2. | Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja 8
Negara Mahir
3. | Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja 7
Negara Terampil
Analis Pengusahaan Jasa Kelautan
1. | Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Utama 14
2. | Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya 12
3. | Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda 10
4. | Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama 8
Analis Standardisasi
1. | Analis Standardisasi Ahli Madya 11
2. | Analis Standardisasi Ahli Muda 9
3. | Analis Standardisasi Ahli Pertama 8
Arsiparis
1. | Arsiparis Ahli Madya 11
2. | Arsiparis Ahli Muda 9
3. | Arsiparis Ahli Pertama 8
4. | Arsiparis Penyelia 8
S. | Arsiparis Mahir 7
6. | Arsiparis Terampil 6
Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
1. | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama 14
2. | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 12
3. | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10
4. | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli 8
Pertama
Auditor
1. | Auditor Ahli Utama 14
2. | Auditor Ahli Madya 12
3. | Auditor Ahli Muda 10
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NO. JABATAN JABATAN
4. | Auditor Ahli Pertama 8
S. | Auditor Penyelia 9
6. | Auditor Mahir 7
7. | Auditor Terampil 6
Dokter
1. | Dokter Ahli Madya 12
2. | Dokter Ahli Muda 10
Dokter Gigi
1. | Dokter Gigi Ahli Utama 14
2. | Dokter Gigi Ahli Madya 12
3. | Dokter Gigi Ahli Muda 10
4. | Dokter Gigi Ahli Pertama 9
Dosen
1. | Profesor 15
2. | Lektor Kepala 13
3. | Lektor 11
4. | Asisten Ahli 9
Guru
1. | Guru Ahli Madya 11
2. | Guru Ahli Muda 9
3. | Guru Ahli Pertama 8
Instruktur
1. | Instruktur Ahli Madya 12
2. | Instruktur Ahli Muda 10
3. | Instruktur Ahli Pertama 8
4. | Instruktur Penyelia 8
S. | Instruktur Mahir 7
6. | Instruktur Terampil 6
Inspektur Mutu Hasil Perikanan
1. | Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama 14
2. | Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya 12
3. | Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda 10
4. | Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama 8
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
1. | Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia 8
2. | Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir 7
3. | Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil 6
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
1. | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli 14
Utama
2. | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli 12
Madya
3. | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli 10
Muda
4. | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli 3
Pertama
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
1. |Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan 3
Perikanan Penyelia
2. | Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan ~

Perikanan Mahir
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NO. JABATAN JABATAN
3. | Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan 6
Perikanan Terampil
Penata Laksana Barang
1. | Penata Laksana Barang Penyelia 9
2. | Penata Laksana Barang Mahir 8
3. | Penata Laksana Barang Terampil 7
Penata Perizinan
1. | Penata Perizinan Ahli Utama 14
2. | Penata Perizinan Ahli Madya 12
3. | Penata Perizinan Ahli Muda 10
4. | Penata Perizinan Ahli Pertama 8
Penerjemah
1. | Penerjemah Ahli Utama 13
2. | Penerjemah Ahli Madya 11
3. | Penerjemah Ahli Muda 9
4. | Penerjemah Ahli Pertama 8
Pengawas Kelautan
1. | Pengawas Kelautan Ahli Utama 14
2. | Pengawas Kelautan Ahli Madya 12
3. | Pengawas Kelautan Ahli Muda 10
4. | Pengawas Kelautan Ahli Pertama 8
Asisten Pengawas Kelautan
1. | Asisten Pengawas Kelautan Penyelia 9
2. | Asisten Pengawas Kelautan Mahir 8
3. | Asisten Pengawas Kelautan Terampil 6
4. | Asisten Pengawas Kelautan Pemula S
Pengawas Perikanan
1. | Pengawas Perikanan Ahli Utama 14
2. | Pengawas Perikanan Ahli Madya 12
3. | Pengawas Perikanan Ahli Muda 10
4. | Pengawas Perikanan Ahli Pertama 8
Asisten Pengawas Perikanan
1. | Asisten Pengawas Perikanan Penyelia 8
2. | Asisten Pengawas Perikanan Mahir 7
3. | Asisten Pengawas Perikanan Terampil 6
4. | Asisten Pengawas Perikanan Pemula S
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
1. | Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama 14
2. | Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya 12
3. | Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda 10
4. | Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama 8
Pengelola Kesehatan Ikan
1. | Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama 14
2. | Pengelola Kesehatan Ikan Madya/Ahli Madya 12
3. | Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda 10
4. | Pengelola Kesehatan Ikan Pertama/Ahli Pertama 8
Teknisi Kesehatan Ikan
1. | Teknisi Kesehatan Ikan Penyelia 8
2. | Teknisi Kesehatan Ikan Mahir 7
3. | Teknisi Kesehatan Ikan Terampil 6
4. | Teknisi Kesehatan Ikan Pemula 5
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Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
1. | Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli 13
Utama
2. | Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli 12
Madya
3. | Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli 10
Muda
4. | Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 3
Pertama/Ahli Pertama
Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
1. | Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 9
Penyelia
2. | Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap ~
Pelaksana Lanjutan/Mahir
3. | Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
. 6
Pelaksana/Terampil
4. | Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 5
Pelaksana Pemula/Pemula
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
1. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 12
2. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 10
3. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 8
Pengembang Teknologi Pembelajaran
1. | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda 10
2. | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama 8
Penyuluh Perikanan
1. | Penyuluh Perikanan Ahli Utama 14
2. | Penyuluh Perikanan Ahli Madya 12
3. | Penyuluh Perikanan Ahli Muda 10
4. | Penyuluh Perikanan Ahli Pertama 8
Asisten Penyuluh Perikanan
1. | Asisten Penyuluh Perikanan Penyelia 8
2. | Asisten Penyuluh Perikanan Mahir 7
3. | Asisten Penyuluh Perikanan Terampil 6
Perancang Peraturan Perundang-undangan
1. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 14
Utama
2. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 12
Madya
3. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 10
Muda
4. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 3
Pertama
Perawat
1. | Perawat Ahli Madya 11
2. | Perawat Ahli Muda 9
3. | Perawat Ahli Pertama 8
4. | Perawat Penyelia 8
S. | Perawat Mahir 7
6. | Perawat Terampil 6
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Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut
1. |Perawat Gigi Terampil/Terapis Gigi dan Mulut 6
Terampil
Perencana
1. | Perencana Ahli Utama 14
2. | Perencana Ahli Madya 12
3. | Perencana Ahli Muda 10
4. | Perencana Ahli Pertama 8
Pranata Hubungan Masyarakat
1. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 11
2. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 9
3. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 8
4. | Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 8
S. | Pranata  Hubungan  Masyarakat Pelaksana 7
Lanjutan/Mahir
6. |Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana/ 6
Terampil
Pranata Komputer
1. | Pranata Komputer Ahli Utama 13
2. | Pranata Komputer Ahli Madya 11
3. | Pranata Komputer Ahli Muda 9
4. | Pranata Komputer Ahli Pertama 8
5. | Pranata Komputer Penyelia 8
6. | Pranata Komputer Mahir 7
7. | Pranata Komputer Terampil 6
Pranata Laboratorium Kesehatan
1. | Pranata Laboratorium Kesehatan Muda/Ahli Muda | 9
Pranata Laboratorium Pendidikan
1. | Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama 8
2. | Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia 8
3. | Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir 7
4. | Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil 6
Pustakawan
1. | Pustakawan Ahli Utama 13
2. | Pustakawan Ahli Madya 11
3. | Pustakawan Ahli Muda 9
4. | Pustakawan Ahli Pertama 8
5. | Pustakawan Penyelia 8
6. | Pustakawan Mahir 7
7. | Pustakawan Terampil 6
Statistisi
1. | Statistisi Ahli Utama 13
2. | Statistisi Ahli Madya 11
3. | Statistisi Ahli Muda 9
4. | Statistisi Ahli Pertama 8
S. | Statistisi Penyelia 8
6. | Statistisi Mahir 7
7. | Statistisi Terampil 9
Surveyor Pemetaan
1. | Surveyor Pemetaan Ahli Utama 14
2. | Surveyor Pemetaan Ahli Madya 12
3. | Surveyor Pemetaan Ahli Muda 10
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4. | Surveyor Pemetaan Ahli Pertama 8
S. | Surveyor Pemetaan Penyelia 8
6. | Surveyor Pemetaan Mahir 7
7. | Surveyor Pemetaan Terampil 6
Widyaiswara
1. | Widyaiswara Ahli Utama 14
2. | Widyaiswara Ahli Madya 12
3. | Widyaiswara Ahli Muda 10
4. | Widyaiswara Ahli Pertama 8
B. JABATAN PELAKSANA
Klasifikasi Klerek
1. | Penelaah Teknis Kebijakan 7
2. | Penata Keprotokolan 7
3. | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7
4. | Pengolah Data dan Informasi 6
S. | Pengelola Keprotokolan 6
6. | Pengelola Layanan Pengadaan 6
7. | Pengadministrasi Perkantoran 5
Klasifikasi Operator
8. | Penata Kelola Kelautan dan Perikanan 7
9. | Penata Kelola Layanan Kesehatan 7
10. | Penata Layanan Operasional 7
11. | Teknisi Laboratorium 7
12. | Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan 6
13. | Pengelola Layanan Kesehatan 6
14. | Pengelola Layanan Operasional 6
15. | Operator Laboratorium 6
16. | Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan 5
Perikanan
17. | Operator Layanan Operasional S
18. | Operator Layanan Operasional 4
19. | Operator Layanan Operasional 3
20. | Operator Layanan Operasional 1
21. | Pengelola Umum Operasional 1
Klasifikasi Teknisi
22. | Syahbandar di Pelabuhan Perikanan 9
Kapal Pemantauan Kawasan Konservasi
23. | Nakhoda Kapal Kelas V Kapal Pemantauan 7
Kawasan Konservasi
24. | Kelasi Kapal Kelas V Kapal Pemantauan Kawasan 6
Konservasi
Kapal Operasional dan Penanggulangan Kebakaran
25. | Nakhoda Kapal Kelas IV Kapal Operasional dan 9
Penanggulangan Kebakaran
26. | Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas IV Kapal 8
Operasional dan Penanggulangan Kebakaran
27. | Mualim [ Kapal Kelas IV Kapal Operasional dan 7
Penanggulangan Kebakaran
28. | Kelasi Kapal Kelas IV Kapal Operasional dan 6

Penanggulangan Kebakaran
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Kapal Uji Standardisasi Penangkapan Ikan
29. | Nakhoda Kapal Kelas IV Kapal Uji Standardisasi 9
Penangkapan Ikan
30. | Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas IV Kapal Uji 8
Standardisasi Penangkapan Ikan
31. | Mualim I Kapal Kelas IV Kapal Uji Standardisasi 7
Penangkapan Ikan
32. | Kelasi Kapal Kelas IV Kapal Uji Standardisasi 6
Penangkapan lkan
Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
33. | Nakhoda Kapal Kelas I Kapal Pengawas Kelautan 11
dan Perikanan
34. | Nakhoda Kapal Kelas II Kapal Pengawas Kelautan 10
dan Perikanan
35. | Nakhoda Kapal Kelas III Kapal Pengawas Kelautan 10
dan Perikanan
36. | Nakhoda Kapal Kelas IV Kapal Pengawas Kelautan 9
dan Perikanan
37. | Nakhoda Kapal Kelas V Kapal Pengawas Kelautan 8
dan Perikanan
38. | Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas I Kapal Pengawas 10
Kelautan dan Perikanan
39. | Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas II Kapal Pengawas 9
Kelautan dan Perikanan
40. | Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas III Kapal 9
Pengawas Kelautan dan Perikanan
41. | Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas IV Kapal 8
Pengawas Kelautan dan Perikanan
42. | Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas V Kapal Pengawas 7
Kelautan dan Perikanan
43. | Mualim I Kapal Kelas I Kapal Pengawas Kelautan 9
dan Perikanan
44. | Mualim I Kapal Kelas II Kapal Pengawas Kelautan 8
dan Perikanan
45. | Mualim I Kapal Kelas III Kapal Pengawas Kelautan 8
dan Perikanan
46. | Mualim I Kapal Kelas IV Kapal Pengawas Kelautan 7
dan Perikanan
47. | Mualim II Kapal Kelas I Kapal Pengawas Kelautan 8
dan Perikanan
48. | Mualim II Kapal Kelas II Kapal Pengawas Kelautan 7
dan Perikanan
49. | Mualim III Kapal Kelas I Kapal Pengawas Kelautan 7
dan Perikanan
50. | Mualim III Kapal Kelas II Kapal Pengawas Kelautan
dan Perikanan
51. | Masinis I Kapal Kelas I Kapal Pengawas Kelautan
dan Perikanan
52. | Masinis I Kapal Kelas II Kapal Pengawas Kelautan 8
dan Perikanan
53. | Masinis I Kapal Kelas III Kapal Pengawas Kelautan 8

dan Perikanan
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54. | Masinis I Kapal Kelas IV Kapal Pengawas Kelautan 7
dan Perikanan

55. | Masinis II Kapal Kelas I Kapal Pengawas Kelautan 8
dan Perikanan

56. | Masinis II Kapal Kelas II Kapal Pengawas Kelautan 7
dan Perikanan

57. | Masinis II Kapal Kelas III Kapal Pengawas Kelautan 7
dan Perikanan

58. | Masinis III Kapal Kelas I Kapal Pengawas Kelautan 7
dan Perikanan

59. | Masinis III Kapal Kelas II Kapal Pengawas Kelautan 7
dan Perikanan

60. | Markonis Kapal Kelas I Kapal Pengawas Kelautan 7
dan Perikanan

61. | Markonis Kapal Kelas II Kapal Pengawas Kelautan 7
dan Perikanan

62. | Markonis Kapal Kelas III Kapal Pengawas Kelautan 7
dan Perikanan

63. | Serang Kapal Kelas I Kapal Pengawas Kelautan dan 7
Perikanan

64. | Serang Kapal Kelas II Kapal Pengawas Kelautan 7
dan Perikanan

65. | Serang Kapal Kelas III Kapal Pengawas Kelautan 6
dan Perikanan

66. | Juru Mudi Kapal Kelas I Kapal Pengawas Kelautan 6
dan Perikanan

67. | Juru Mudi Kapal Kelas II Kapal Pengawas Kelautan 6
dan Perikanan

68. |Juru Mudi Kapal Kelas III Kapal Pengawas 6
Kelautan dan Perikanan

69. | Kelasi Kapal Kelas I Kapal Pengawas Kelautan dan 6
Perikanan

70. | Kelasi Kapal Kelas II Kapal Pengawas Kelautan dan 6
Perikanan

71. | Kelasi Kapal Kelas III Kapal Pengawas Kelautan dan 6
Perikanan

72. | Kelasi Kapal Kelas IV Kapal Pengawas Kelautan dan 6
Perikanan

73. | Kelasi Kapal Kelas V Kapal Pengawas Kelautan dan 6
Perikanan

74. | Juru Minyak Kapal Kelas I Kapal Pengawas 6
Kelautan dan Perikanan

75. | Juru Minyak Kapal Kelas II Kapal Pengawas 6
Kelautan dan Perikanan

76. | Juru Minyak Kapal Kelas III Kapal Pengawas 6
Kelautan dan Perikanan

77. |Juru Masak Kapal Kelas I Kapal Pengawas 6
Kelautan dan Perikanan

78. | Juru Masak Kapal Kelas II Kapal Pengawas 6

Kelautan dan Perikanan
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79. | Juru Masak Kapal Kelas III Kapal Pengawas 6

Kelautan dan Perikanan

Kapal Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan dan

Perikanan

80. | Nakhoda Kapal Kelas II Kapal Pendidikan dan 9
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan

81. | Nakhoda Kapal Kelas III Kapal Pendidikan dan 9
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan

82. | Nakhoda Kapal Kelas IV Kapal Pendidikan dan 9
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan

83. | Nakhoda Kapal Kelas V Kapal Pendidikan dan 7
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan

84. | Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas II Kapal
Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia 8
Kelautan dan Perikanan

85. | Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas III Kapal
Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia 8
Kelautan dan Perikanan

86. | Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas IV Kapal 8
Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

87. | Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas V Kapal 6
Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

88. | Mualim I Kapal Kelas II Kapal Pendidikan dan 7
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan

89. | Mualim I Kapal Kelas III Kapal Pendidikan dan 7
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan

90. | Mualim I Kapal Kelas IV Kapal Pendidikan dan 7
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan

91. | Mualim II Kapal Kelas II Kapal Pendidikan dan 7
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan

92. | Mualim II Kapal Kelas III Kapal Pendidikan dan 7
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan

93. | Mualim III Kapal Kelas II Kapal Pendidikan dan 7

Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan
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94.

Mualim III Kapal Kelas III Kapal Pendidikan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan
Perikanan

dan
dan

7

95.

Masinis I Kapal Kelas II Kapal Pendidikan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan
Perikanan

dan
dan

96.

Masinis I Kapal Kelas III Kapal Pendidikan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan
Perikanan

dan
dan

97.

Masinis I Kapal Kelas IV Kapal Pendidikan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan
Perikanan

dan
dan

98.

Masinis II Kapal Kelas II Kapal Pendidikan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan
Perikanan

dan
dan

99.

Masinis II Kapal Kelas III Kapal Pendidikan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan
Perikanan

dan
dan

100.

Masinis III Kapal Kelas II Kapal Pendidikan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan
Perikanan

dan
dan

101.

Serang Kapal Kelas II Kapal Pendidikan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan
Perikanan

dan
dan

102.

Serang Kapal Kelas III Kapal Pendidikan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan
Perikanan

dan
dan

103.

Juru Mudi Kapal Kelas II Kapal Pendidikan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan
Perikanan

dan
dan

104.

Juru Mudi Kapal Kelas III Kapal Pendidikan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan
Perikanan

dan
dan

105.

Kelasi Kapal Kelas II Kapal Pendidikan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan
Perikanan

dan
dan

106.

Kelasi Kapal Kelas III Kapal Pendidikan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan
Perikanan

dan
dan

107.

Kelasi Kapal Kelas IV Kapal Pendidikan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan
Perikanan

dan
dan

108.

Kelasi Kapal Kelas V Kapal Pendidikan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan
Perikanan

dan
dan

109.

Juru Minyak Kapal Kelas II Kapal Pendidikan dan

Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan
Perikanan

dan
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110.| Juru Minyak Kapal Kelas III Kapal Pendidikan dan 6
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan
111.| Juru Masak Kapal Kelas II Kapal Pendidikan dan 6
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan
112.| Juru Masak Kapal Kelas III Kapal Pendidikan dan 6

Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan
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